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JAKARTA - Badau Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI pernah
menemukan masalah dalam
pengelolaan dana Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera)
pada 2O20-2OZ|.

Saiah satunya ialah BP
Tapera belum melakukan
pengembalian tabungan
kepada I24.960 pensirtnan
PNS atau ahli warisnya pada
periode tersebut.

Hal itu diketahui Iklrtisar
Hasil Perneriksaan Sernester
II tahun 2021 yang dapat
diunduh di situs resmi BPK
seperti dilihat detikcom,
Selasa (4/6).

Dalam IHPS II tahun 2021
itu, BPK menyatakan
pihaknya telah menyelesaikan
laporan hasil pemeriksaan
kepatuhan atas pengelolaan
dana Tapera dan biaya
operasional tahun 2020 dan
202L pada BP Tapera dan
instansi terkait lainnya di DKI
Jakarta, Sumatera LItara,
Lampung, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur dan
Bali.

"Hasil pemeriksaan
menf impulkan bahwa .
pengelolaan Dana Tapera dan
biaya operasional tahun 2020
dan 2O21, pada BP'Iapera dan
instansi terkait lainnya telah
dilaksanakan sesuai kriteria
dengan pengecualian atas
beberapa permasalahan
signifikan," demikian laporan
BPK.

Bentuk Penindasan Baru
.BPK kemudian

menguraikan sejurnlah
permasalahan sigrtilikan val g

ditemukannya. Salah satunya
ialah BP Tapera saat ittl
belum beroperasi secara

penr-rh pada kegiata4
pengerahan (pen.' attaran dan
pengumpulan dtina). kegiatan
pemupukan (kontrak investasi
kolektifl, dan kegiatan
pemanfaatan dengan prinsip
syariah.

"Hal telsebut nrerlg
akibatkan BP Tapera ber
potensi tidak dapat rrrencapai
target darr tujuan strate,
glsn)ra, llelurn dapat rnela.ku
kan pemungutan sitnpa.4an
dan nrenambah peserta baru,
serta peserta belum dtrpat
memanfaatkan f asilitas
pembiayaan perumahan
secara optimal,'' ujar BPK.

BPK pun merekorncn
dasikan Komisioner BP
Tapera berkoordirrasi deugan
Kementerian Keuangan untuk
percepatan penetapan aturan
perhitungan simpalan
peserta yang meneritna
penghasilan dari APBN dan
-{PBD. Berikutnya, BPK juga
menemukan masalah pada
data peserta aktif BP Tapera.

"Sebanyak 247 .246 orang
belum mutakhir. yaitu
kategori data dengan riwayat
kepangkatan anomali
sebanyak 1,76.743 orang dan
ketidakiengkapan data Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
sebanyak 70.513 orang," ujar
BPK.

BPK mengatakan hal itu
mengakibatkan saldo Dana
Tapera belurn dapat dikelola
dalam KPDT (Kontrak
Pengelolaan Dana Tapera)
dan dimanfaatkan secara
optimal sebesar Rp 754,59
miliar, sertd peserta belum
dapat memanfaatkan haknya
berupa pemanfaatan maupun
pengembalian dana. BPK
merekomendasikan BP
Tapera melakukan
pemutakhiran data PNS aktif
atau tidak aktif dengan
instansi terkait.

Ketiga, BPK menemukan
masalah pengembalian
tabungan kepada para
pensiunan PNS atau ahli

warisnya. Totalnya,
berdasarkan data BPK, ada
124.960 orang belum
menerima pengembalian
sebesar Rp 567 ,45 miliar dan
peserta pensiun ganda
sebanyak 40.266 orang
sebesar Rp 130,25 miliar.

"Hal tersebut
mengakibatkan pensiunan
PNS/ahli warisnya tidak dapat
memanfaatkan pengembalian
tabungan yang menjadi
haknya sebesar Rp 567,45
miliar dan terdapat potensi
pengembalian lebih dari satu
kali kepada 40.266 orang
sebesar Rp 130,25 miliar,"
demikian isi laporan BPK.

BPK pun merekomen
dasikan agar BP Tapera
melakukan kerja sama
pemutakhiran data PNS aktif
dan tidak aktif, mengem
balikan tabungan peserta
yang sudah meninggal dan
pensiun, serta melakukan
koreksi saldo peserta gan
da.(*)
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BP Tapera Belum Kembalikan
Rp567 Miliar ke Pensiunan PNS
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PEMERTKSAAN - Se kretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tiba Ci Polda Metro Jaya untuk menlenuhi
pangglian oemeriks;la;n di Lrirektorat Reserse Krtmlnal Umum pada Selasa (4/6). (Antara)


